PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kkerja
sama yang terintegrasi, terkoordinasi, dan tertib
administrasi, perlu dilakukan penataan

penyelenggaraan kerja sama dalam negeri dan luar
negeri di Kementerian Ketenagakerjaan;

b. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Kerja Sama Luar Negeri di Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan kebutuhan saat ini sehingga perlu
diganti;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan
Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);



Menetapkan
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Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 108);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
10);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kerja Sama adalah suatu kegiatan yang melibatkan
interaksi para pihak untuk saling memberi manfaat
dalam mencapai tujuan bersama dan dilakukan secara
bersama-sama.

Kerja Sama Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat
KSDN adalah suatu kegiatan yang melibatkan interaksi
Kementerian dengan kementerian/lembaga,
Pemerintah Daerah, dan Mitra Pembangunan untuk
saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan
bersama dan dilakukan secara bersama-sama.

Kerja Sama Luar Negeri yang selanjutnya disingkat
KSLN adalah suatu kegiatan yang melibatkan interaksi
Kementerian dengan negara asing dan/atau organisasi
internasional untuk saling memberi manfaat dalam
mencapai tujuan bersama dan dilakukan secara
bersama-sama.

Kesepahaman Bersama adalah dokumen yang berisi
pernyataan tertulis tentang pengaturan pokok kerja
sama secara umum.

Nota Kesepakatan adalah dokumen yang berisi
substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat
mengikat.

Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen yang berisi
penjelasan teknis terkait pelaksanaan kerja sama yang
akan dilakukan oleh para pihak.



10.

11.

12.

a.

Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Unit Kerja adalah satuan organisasi dalam instansi
pemerintah yang dipimpin oleh pejabat administrasi,
pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang
melaksanakan tugas teknis operasional tertentu
dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di
Kementerian.

Mitra Pembangunan adalah mitra kerja sama yang
meliputi badan hukum, asosiasi, perkumpulan,
organisasi, lembaga swadaya, institusi, dan entitas
lainnya yang Dbertujuan untuk melaksanakan
pembangunan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2
Jenis Kerja Sama di Kementerian terdiri atas:
KSDN; dan
KSLN.

b.

BAB II
KERJA SAMA DALAM NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

KSDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
dilakukan dengan:

a.
b.

C.

kementerian/lembaga;
Pemerintah Daerah; dan/atau
Mitra Pembangunan.

Bagian Kedua
Kerja Sama antara Kementerian dengan

Kementerian/Lembaga

Pasal 4

Bentuk Kerja Sama antara Kementerian dengan
kementerian/lembaga meliputi:

a.
b.

Kesepahaman Bersama; dan
Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

Kesepahaman Bersama dilakukan melalui tahapan:

a.

permohonan;



b. penelaahan;

c. penyusunan;

d. pembahasan;

e. persetujuan; dan
f.  penandatanganan.

Pasal 6

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a merupakan tahap yang dilakukan oleh salah
satu pihak untuk mengajukan permintaan Kerja Sama.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan oleh kementerian/lembaga kepada Menteri
dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal yang
berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta
penjelasan pelaksanaan Kerja Sama secara singkat.

(3) Dalam hal permohonan Kerja Sama diajukan oleh Unit
Kerja  Kementerian, permohonan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri
kepada pimpinan kementerian/lembaga berdasarkan
usulan dari Direktur Jenderal/Kepala
Badan/Inspektur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 7
Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
merupakan tahap yang dilakukan untuk mencermati
permohonan Kerja Sama.

Pasal 8
Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
merupakan tahap untuk menyusun rancangan
Kesepahaman Bersama untuk dibahas oleh para pihak.

Pasal 9
Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d
merupakan tahap untuk membahas substansi yang akan
disepakati dalam Kesepahaman Bersama.

Pasal 10

(1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf e merupakan tahap wuntuk mendapatkan
persetujuan dalam bentuk paraf dari para pihak yang
bertanggung jawab.

(2) Pihak yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya sesuai dengan ruang lingkup Kerja Sama yang
diampu.

Pasal 11
(1) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S5 huruf f merupakan tahap untuk melegalisasikan

Kesepahaman Bersama yang telah disepakati oleh para
pihak.
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(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan bersama-sama dengan menteri/kepala
lembaga atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada
kementerian/lembaga pengusul dengan:

a. Menteri; atau
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

(3) Dalam hal Kesepahaman Bersama mengenai pelatihan
jabatan  fungsional ketenagakerjaan, pelatihan
kepemimpinan, atau manajerial aparatur sipil negara,
penandatanganan dapat dilakukan oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan
fungsi pengembangan sumber daya manusia
ketenagakerjaan dengan persetujuan dari Sekretaris
Jenderal.

Pasal 12

Tahapan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf b, huruf ¢, dan huruf d, dikoordinasikan

oleh Unit Kerja yang membidangi Kerja Sama di Sekretariat

Jenderal dengan melibatkan:

a. Unit Kerja terkait;

b. unit yang memiliki fungsi Kerja Sama di Sekretariat
Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan/Sekretariat
Inspektorat Jenderal; dan/atau

c. Unit Kerja yang membidangi hukum di Sekretariat
Jenderal.

Pasal 13
Naskah Kesepahaman Bersama disusun berdasarkan
Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 14
Kesepahaman Bersama ditindaklanjuti dengan Perjanjian
Kerja Sama.

Pasal 15
(1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 disusun oleh Unit Kerja dan Sekretariat

Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan sesuai dengan

ruang lingkup  Kesepahaman  Bersama  dan

berkoordinasi dengan Unit Kerja yang membidangi

Kerja Sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a. penyusunan, merupakan tahap untuk menyusun
rancangan Perjanjian Kerja Sama untuk dibahas
oleh para pihak;

b. pembahasan, merupakan tahap untuk membahas
substansi yang akan disepakati dalam Perjanjian
Kerja Sama;
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c. persetujuan, merupakan tahap untuk
mendapatkan persetujuan dari para pihak yang
bertanggung jawab; dan

d. penandatanganan, merupakan tahap untuk
melegalisasikan Perjanjian Kerja Sama yang telah
disepakati oleh para pihak.

Pasal 16
Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ditandatangani oleh:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; atau
c. Kepala UPT Pusat.
Naskah Perjanjian Kerja Sama disusun berdasarkan
Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Kerja Sama antara Kementerian dengan Pemerintah Daerah

(1)

(2)

(4)

Pasal 17

Kerja Sama antara Kementerian dengan Pemerintah
Daerah  dilaksanakan dalam  bentuk  sinergi
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam bentuk Nota Kesepakatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2) ditandatangani oleh:
a. Menteri; atau
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menandatangani Nota Kesepakatan untuk ruang
lingkup yang mencakup tugas dan fungsi lebih dari 1
(satu) Unit Kerja Eselon 1.
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b menandatangani Nota
Kesepakatan untuk ruang lingkup yang mencakup
tugas dan fungsi 1 (satu) Unit Kerja Eselon 1.
Dalam hal Nota Kesepakatan mengenai pelatihan
jabatan  fungsional ketenagakerjaan, pelatihan
kepemimpinan, atau manajerial aparatur sipil negara,
penandatanganan dapat dilakukan oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan
fungsi pengembangan sumber daya manusia
ketenagakerjaan dengan persetujuan dari Sekretaris
Jenderal.



Pasal 19

(1) Penyusunan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Pemerintahan Daerah.

(2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh Unit Kerja sesuai dengan ruang lingkup
Nota Kesepakatan dan berkoordinasi dengan Unit Kerja
yang membidangi Kerja Sama.

Bagian Keempat
Kerja Sama Antara Kementerian dengan
Mitra Pembangunan

Pasal 20
Bentuk Kerja Sama antara Kementerian dengan Mitra
Pembangunan meliputi:
a. Kesepahaman Bersama; dan/atau
b. Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 21

(1) Mitra Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c terdiri atas:

asosiasi;

perusahaan;

lembaga nonpemerintah;

lembaga pendidikan;

organisasi masyarakat;

persekutuan; atau
g. Mitra Pembangunan lainnya.

(2) Mitra Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus berbadan hukum dan terdaftar pada instansi
yang berwenang.

™ A0 TP

Pasal 22
Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 huruf a dilakukan melalui tahapan:
permohonan;
penelaahan;
penyusunan;
pembahasan;
persetujuan; dan
penandatanganan.

me a0 TP

Pasal 23

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf a merupakan tahap yang dilakukan oleh salah
satu pihak untuk mengajukan permintaan Kerja Sama.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan oleh Mitra Pembangunan kepada Menteri
dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal yang
berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta
penjelasan pelaksanaan kerja sama secara singkat.
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(3) Dalam hal permohonan Kerja Sama diajukan oleh Unit
Kerja Kementerian, maka permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Unit Kerja
yang membidangi Kerja Sama di Sekretariat Jenderal
kepada pimpinan Mitra Pembangunan.

Pasal 24
Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b
merupakan tahap yang dilakukan oleh kedua pihak
mengenai kemungkinan dibuatnya Kesepahaman Bersama.

Pasal 25
Penyusunan sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf c
merupakan tahap untuk menyusun rancangan
Kesepahaman Bersama untuk dibahas oleh para pihak.

Pasal 26
Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf
d merupakan tahap untuk membahas substansi yang akan
disepakati dalam Kesepahaman Bersama.

Pasal 27

(1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf e merupakan tahap untuk mendapatkan
persetujuan dalam bentuk paraf dari para pihak yang
bertanggung jawab.

(2) Pihak yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
sesuai dengan ruang lingkup Kerja Sama yang diampu.

Pasal 28
Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf { merupakan tahap untuk melegalisasikan

Kesepahaman Bersama yang telah disepakati oleh para
pihak.

Pasal 29

Tahapan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 huruf b, huruf c¢, dan huruf d,

dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang membidangi Kerja

Sama di Sekretariat Jenderal dengan melibatkan:

a. Unit Kerja terkait;

b. unit yang memiliki fungsi Kerja Sama di Sekretariat
Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan/Sekretariat
Inspektorat Jenderal; dan/atau

c. Unit Kerja yang membidangi hukum di Sekretariat
Jenderal.

Pasal 30
Naskah Kesepahaman Bersama disusun berdasarkan
Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.



(2)

(3)

(1)

Pasal 31
Kesepahaman Bersama ditandatangani oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya dengan Pimpinan Mitra
Pembangunan.
Kesepahaman Bersama yang mencakup 2 (dua) bidang
Kerja Sama atau lebih yang melibatkan lebih dari 1
(satu) Unit Kerja Eselon 1 ditandatangani oleh
Sekretaris Jenderal.
Kesepahaman Bersama yang mencakup ruang lingkup
1 (satu) bidang Kerja Sama atau lebih yang berada pada
1 (satu) Unit Kerja Eselon 1 ditandatangani oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya.
Dalam hal Kesepahaman Bersama mengenai
pendidikan vokasi di bidang ketenagakerjaan,
penandatanganan dapat dilakukan oleh Direktur
Politeknik Ketenagakerjaan dengan persetujuan dari
Sekretaris Jenderal.

Pasal 32

Kesepahaman Bersama dapat ditindaklanjuti dengan
Perjanjian Kerja Sama.

Dalam hal Kesepahaman Bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dengan
Perjanjian Kerja Sama, Kesepahaman Bersama tersebut
sudah harus memuat ketentuan terkait tugas dan
tanggung jawab.

Pasal 33

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a. penyusunan, merupakan tahap untuk menyusun
rancangan Perjanjian Kerja Sama untuk dibahas
oleh para pihak;

b. pembahasan, merupakan tahap untuk membahas
substansi yang akan disepakati dalam Perjanjian
Kerja Sama;

c. persetujuan, merupakan tahap untuk
mendapatkan persetujuan dari para pihak yang
bertanggung jawab; dan

d. penandatanganan, merupakan tahap untuk
melegalisasikan Perjanjian Kerja Sama yang telah
disepakati oleh para pihak.

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun oleh Unit Kerja sesuai dengan ruang

lingkup Kesepahaman Bersama dan berkoordinasi
dengan Unit Kerja yang membidangi Kerja Sama.

Pasal 34
Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditandatangani oleh:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; atau
c. Kepala UPT Pusat.
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(2) Penandatanganan Kerja Sama dilaksanakan melalui
prinsip kesetaraan dengan memperhatikan ruang
lingkup Kerja Sama.

(3) Naskah Perjanjian Kerja Sama disusun berdasarkan
Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

BAB III
KERJA SAMA LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35
KSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
dilakukan dengan:
a. pemerintah negara asing; atau
b. organisasi internasional.

Pasal 36
KSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat
dilakukan melalui forum internasional.

Pasal 37

Dalam melaksanakan KSLN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35, Menteri harus berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar

negeri.
Pasal 38
(1) Bentuk KSLN terdiri atas:
a. kerja sama bilateral;
b. kerja sama regional; dan
c. kerja sama multilateral.

(2) Menteri melakukan KSLN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Dalam hal KSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada
Unit Kerja teknis harus berkoordinasi dengan Unit
Kerja yang membidangi kerja sama di Sekretariat
Jenderal.

Bagian Kedua
Kerja Sama Bilateral

Pasal 39
Kerja Sama bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh 2 (dua) pihak antara
Kementerian dengan pemerintah negara asing dan/atau
organisasi internasional.

Pasal 40
(1) Kerja Sama bilateral dilaksanakan melalui tahapan:
a. penjajakan;



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(2)
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b. permohonan;

C. penyusunan;

d. perundingan;

e. perumusan;

f.  penerimaan; dan

g. penandatanganan.

Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a merupakan tahap yang dilakukan oleh kedua pihak
mengenai kemungkinan dibuatnya Kerja Sama.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan tahap yang dilakukan oleh salah
satu pihak untuk mengajukan permintaan Kerja Sama.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diajukan oleh pemerintah negara mitra/lembaga asing
pemerintah /lembaga asing non-pemerintah kepada
Kementerian.

Dalam hal permohonan Kerja Sama diajukan oleh
Kementerian, @ maka  permohonan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri
kepada pemerintah negara mitra/lembaga asing
pemerintah /lembaga asing non-pemerintah.
Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan tahap penyusunan posisi internal
Kementerian dan penyusunan kertas posisi pemerintah
Indonesia.

Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan tahap untuk membahas substansi
dan masalah teknis yang akan disepakati dalam naskah
Kerja Sama.

Perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e, merupakan tahap untuk merumuskan rancangan
naskah Kerja Sama untuk disepakati oleh kedua pihak.
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f, merupakan tahap untuk mendapatkan persetujuan
naskah Kerja Sama dari kedua pihak yang bertanggung
jawab.

Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, merupakan tahap untuk melegalisasikan
naskah Kerja Sama yang telah disepakati oleh kedua
pihak.

Pasal 41

Tahapan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang
membidangi Kerja Sama di Sekretariat Jenderal untuk
ruang lingkup kerja sama yang mencakup 2 (dua)
bidang Kerja Sama atau lebih yang melibatkan lebih
dari 1 (satu) Unit Kerja Eselon 1.

Tahapan Kerja Sama bilateral dengan ruang lingkup
Kerja Sama yang mencakup 1 (satu) bidang Kerja Sama
yang melibatkan 1 (satu) Unit Kerja Eselon 1 dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:



(2)

(1)

(1)
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a. tahapan Kerja Sama Dbilateral sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh
Unit Kerja sesuai dengan ruang lingkup Kerja
Sama berkoordinasi dengan Unit Kerja yang
membidangi Kerja Sama di Sekretariat Jenderal;
dan

b. tahapan Kerja Sama bilateral sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f dan
huruf g dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang
membidangi Kerja Sama di Sekretariat Jenderal.

Pasal 42
Bentuk naskah Kerja Sama bilateral berupa:
a. persetujuan;
b. memorandum saling pengertian/memorandum
Kerja Sama;
pengaturan teknis Kerja Sama;
surat pernyataan kehendak; dan/atau
naskah Kerja Sama lainnya.
Naskah Kerja Sama bilateral sebagaimana di maksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
judul Kerja Sama;
subyek Kerja Sama;
maksud dan tujuan Kerja Sama;
ruang lingkup Kerja Sama; dan
pihak penandatangan.

o Q0

Pao T

Bagian Ketiga
Kerja Sama Regional

Pasal 43

Kerja Sama regional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh lebih dari 2
(dua) negara dan/atau organisasi internasional yang
berada dalam satu kawasan geografis atau wilayah
tertentu.

Kerja Sama regional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan Kerja Sama di bidang ketenagakerjaan
untuk menunjang pertumbuhan integrasi ekonomi
kawasan.

Pasal 44

Kerja Sama regional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 dilakukan melalui:

a. pertemuan kelompok kerja, merupakan
pertemuan pembahasan teknis di tingkat Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama;

b. pertemuan tingkat pejabat senior, merupakan
pertemuan pembahasan teknis di tingkat Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya; dan

c. pertemuan tingkat Menteri, merupakan
pertemuan di tingkat Menteri atau setingkat
Menteri.



(2)

(3)
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Pertemuan Kerja Sama regional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja yang

membidangi Kerja Sama di Sekretariat Jenderal dengan
melibatkan:

a. Unit Kerja terkait;

b. wunit yang memiliki fungsi Kerja Sama di
Sekretariat Direktorat Jenderal /Sekretariat
Badan/Sekretariat Inspektorat Jenderal,

c. kementerian/lembaga terkait; dan

d. mitra lainnya.

Dalam hal pertemuan Kerja Sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a telah memiliki

pengampu (focal point) dilakukan oleh Unit Kerja Eselon

2 sesuai dengan ruang lingkup kerja sama

berkoordinasi dengan Unit Kerja yang membidangi

Kerja Sama di Sekretariat Jenderal.

Pasal 45

Bentuk naskah Kerja Sama regional berupa:

po o

(1)

(1)

(2)

persetujuan;

deklarasi bersama/pernyataan bersama/komunike;
kertas kerja; atau

naskah Kerja Sama lainnya.

Bagian Keempat
Kerja Sama Multilateral

Pasal 46

Kerja Sama multilateral sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh lebih dari 2
(dua) negara dan/atau organisasi internasional tanpa
memandang wilayah atau kawasan tertentu.

Kerja Sama multilateral sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Kerja Sama di bidang
ketenagakerjaan untuk menunjang pertumbuhan
ekonomi.

Pasal 47

Kerja Sama multilateral sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 dilakukan melalui:

a. pertemuan kelompok kerja, merupakan
pertemuan pembahasan teknis di tingkat Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama;

b. pertemuan tingkat pejabat senior, merupakan
pertemuan pembahasan teknis di tingkat Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya; dan

c. pertemuan tingkat Menteri, merupakan
pertemuan di tingkat Menteri atau setingkat
Menteri.

Pertemuan Kerja Sama multilateral sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja yang
membidangi Kerja Sama di Sekretariat Jenderal dengan
melibatkan:
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Unit Kerja terkait;

unit yang memiliki fungsi Kerja Sama di
Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat
Badan/Sekretariat Inspektorat Jenderal;
kementerian/lembaga terkait; dan/atau

mitra lainnya.

oo

P o

Pasal 48

Bentuk naskah Kerja Sama multilateral berupa:

oo T

(1)

(2)

deklarasi Bersama/Komunike;

konvensi;

rekomendasi;

protokol;

kertas kerja proyek/program kerja; dan/atau

naskah Kerja Sama lainnya yang memuat komitmen
dan/atau kesepakatan.

BAB IV
PENYIMPANAN DAN PENYEBARLUASAN
NASKAH KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Naskah Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 49

Penyimpanan naskah Kerja Sama dilakukan secara
fisik dan elektronik oleh Unit Kerja yang membidangi
Kerja Sama di Sekretariat Jenderal.

Penyebarluasan naskah Kerja Sama dilakukan melalui
laman https://jdih.kemnaker.go.id.

Salinan naskah Kerja Sama disampaikan oleh Unit
Kerja yang membidangi Kerja Sama kepada unit teknis
sesuai dengan ruang lingkup Kerja Sama di Sekretariat
Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan/Sekretariat
Inspektorat Jenderal.

Pasal 50

Selain naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49, proses KSDN dapat diinformasikan
kepada masyarakat.

Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja yang membidangi
Kerja Sama berkoordinasi dengan Unit Kerja yang
membidangi hubungan masyarakat.

Bagian Kedua
Naskah Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 51

Penyimpanan naskah Kerja Sama KSLN dilakukan secara
fisik dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.


https://jdih.kemnaker.go.id/

(1)

(2)

(2)

(1)
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Pasal 52

Selain naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51, proses KSLN dapat diinformasikan
kepada masyarakat.

Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja yang membidangi
Kerja Sama berkoordinasi dengan Unit Kerja yang
membidangi hubungan masyarakat.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 53

Pelaporan capaian KSDN dan KSLN disampaikan oleh
unit teknis kepada Sekretaris Jenderal melalui Unit
Kerja yang membidangi Kerja Sama secara periodik
setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.

Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk
keberlanjutan Kerja Sama.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 54
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan KSDN dan KSLN
dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Unit Kerja
yang membidangi Kerja Sama di Sekretariat Jenderal
dan di Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat
Badan/Sekretariat Inspektorat Jenderal.
Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.
Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan
untuk keberlanjutan Kerja Sama dan pemberian
penghargaan kepada mitra Kerja Sama yang telah
mengimplementasikan Kerja Sama.
Tata cara, kriteria, dan ketentuan penilaian pemberian
penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

KSDN yang belum melalui tahapan penandatanganan,
prosesnya harus menyesuaikan dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini.

KSLN yang belum melalui tahapan penandatanganan
berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
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Kerja Sama Luar Negeri di Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, prosesnya tetap dilanjutkan sampai
tahapan penandatanganan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Kerja Sama Luar Negeri di
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1389), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

@ ‘ B e

Elektronik
YASSIERLI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3, pesember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

<@#Kumumn§n

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 1037

i \ | Batai
) | Sertifikasi
S | Elektromik
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM
DAN LUAR NEGERI DI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN

FORMAT NASKAH KERJA SAMA DALAM NEGERI

Format 1
Kesepahaman Bersama

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA ... REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ... tahun ... (TT-BB-TTTT) bertempat di ...,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. s , Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat
berdasarkan Keputusan Presiden ..., dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang
berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta
Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

20 ,Menteri/Kepala Lembaga ... Republik Indonesia yang
diangkat berdasarkan ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kementerian/Lembaga ... Republik Indonesia, yang berkedudukan di ...,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:
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a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian/lembaga yang
mempunyai tugas ...

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing PARA PIHAK sepakat untuk

membuat Kesepahaman Bersama tentang ... dengan ketentuan sebagai
berikut:
- DR
b.
PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai ...
(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk ...

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

a.
b.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan
Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci mengenai ruang lingkup,
hak dan kewajiban, syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan kerja sama
lainnya.

PASAL 4
PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama
ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu ...(...) tahun
terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat
diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling lambat ... (...) bulan sebelum tanggal berakhirnya
Kesepahaman Bersama ini.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama
sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat ...
(...) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
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PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini
dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit ... (...) kali dalam 1 (satu) tahun
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISITHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam
pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur
lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman
Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA
PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Alamat
Telepon

Pos-el

PIHAK KEDUA
Alamat
Telepon

Pos-el

PASAL 10
PENUTUP



-21 -

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

(2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani
oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,
MENTERI/ MENTERI
KEPALA LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

Format 2

Perjanjian Kerja Sama
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KEM NAKER

Logo
Kementerian/
Lembaga

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL/BADAN ...
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
SEKRETARIAT/DIREKTORAT/BADAN JENDERAL ...
KEMENTERIAN/LEMBAGA ... REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
NOMOR i
NOMOR @ i
Pada hari ini, ...... tanggal ....... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh empat

(TT-BB-TTTT), bertempat di .............

1. Nama Pimpinan Tinggi
Madya Kemnaker

2. Nama Pimpinan
Tinggi Madya
Kementerian /Lembaga

kami yang bertandatangan di bawah ini:

Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/

Kepala Badan ..., dalam hal ini
bertindak wuntuk dan atas nama
Sekretariat Jenderal/Direktorat
Jenderal/Badan ey Kementerian
Ketenagakerjaan, yang diangkat

berdasarkan ..., yang berkedudukan di
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling
51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/
Kepala Badan Kementerian/Lembaga

, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama  Sekretariat Jenderal/

Direktorat Jenderal/Badan...,
Kementerian /Lembaga e yang
diangkat berdasarkan e yang
berkedudukan di ..., selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas ...;

b. PIHAK KEDUA merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan
Kementerian/Lembaga ... yang mempunyai tugas ....
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat
Perjanjian Kerja Sama tentang ... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman
bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas,
fungsi dan wewenang masing-masing dalam ...

(2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan kerja sama
pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka ...

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini antara lain:
a.

b.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a.
b.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a.
b. ..
(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a.
b.
PASAL 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan
tertulis dalam petunjuk teknis yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU



(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu ... (...) tahun
terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA
PIHAK.

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang,
mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang bersangkutan
wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian
Kerja Sama ini.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan
selanjutnya.

PASAL 8
KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat
korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU
Alamat
Telepon
Pos-el

b. PIHAK KEDUA
Alamat
Telepon
Pos-el

Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada
pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat
perubahan tersebut.

PASAL 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih
lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISITHAN
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Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di
atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Pimpinan Tinggi Madya Pimpinan Tinggi Madya
Kementerian/Lembaga/Badan Kementerian Ketenagakerjaan

Format 3

Kesepahaman Bersama
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Logo
Mitra
Pembangunan
\’0‘
0,
KESEPAHAMAN BERSAMA
KEMNAKER ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
NAMA ENTITAS MITRA PEMBANGUNAN
TENTANG
NOMOR
NOMOR

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ... tahun ... (TT-BB-TTTT) bertempat di ...,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. , Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan ...,
dalam hal ini bertindak wuntuk dan atas nama Sekretariat
Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan..., Kementerian Ketenagakerjaan,
yang diangkat berdasarkan ..., yang berkedudukan di Jalan Jenderal
Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

20 , Jabatan Pejabat Mitra Pembangunan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama..., (Instansi Mitra Pembangunan) yang
diangkat berdasarkan ..., yang berkedudukan di ..., selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas ...;

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan ..... (penjelasan terkait bentuk entitas
Mitra Pembangunan serta penjelasan terkait tujuan pendirian atau
bidang usaha yang dijalankan);

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing PARA PIHAK sepakat untuk
membuat Kesepahaman Bersama tentang ..., dengan ketentuan sebagai
berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN
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(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai ...
(2) Kesepahaman Bersama bertujuan untuk ...

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:
a.
b.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan
Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci mengenai ruang lingkup,
hak dan kewajiban, syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan kerja sama
lainnya.

PASAL 4
PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama
ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu ...(...) tahun
terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat
diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling lambat ... (...) bulan sebelum tanggal berakhirnya
Kesepahaman Bersama ini.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama
sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat ...
(...) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini
dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit ... (...) kali dalam 1 (satu) tahun
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISITHAN
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Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau
pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara
musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur
lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan
Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang
ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Alamat
Telepon

Pos-el

PIHAK KEDUA
Alamat
Telepon

Pos-el

PASAL 10
PENUTUP

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

(2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani
oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Nama Pejabat Instansi Mitra Pimpinan Tinggi Madya/Pratama
Pembangunan Kementerian Ketenagakerjaan
Format 4

Perjanjian Kerja Sama
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\,'. Logo
Mitra
', Pembangunan
KEM NAK ER
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT/PUSAT/BIRO ...
DITJEN/BADAN ...
DAN
INSTANSI/UNIT KERJA MITRA PEMBANGUNAN
TENTANG
NOMOR @ i
NOMOR @ oo

Pada hari ini, ...... tanggal ....... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh empat

(TT-BB-TTTT), bertempatdi ............. kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Pimpinan : Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat ..., dalam
Tinggi  Pratama hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kemnaker Direktorat/Biro/Pusat e Kementerian

Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan ...,
yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot
Subroto  Kaveling 51 Jakarta  Selatan,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama Pejabat : Jabatan Pejabat Mitra Pembangunan, dalam hal
Mitra ini bertindak untuk dan atas nama Instansi
Pembangunan Mitra Pembangunan, yang diangkat

berdasarkan ..., yang berkedudukan di ...,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama

disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon II di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas ...;

b. PIHAK KEDUA merupakan ...; (Penjelasan terkait bentuk entitas Mitra
Pembangunan serta penjelasan terkait tujuan pendirian atau bidang
usaha yang dijalankan)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat
Perjanjian Kerja Sama tentang ... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai

berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- 30 -

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman
bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas,
fungsi dan wewenang masing-masing dalam ...

(2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan kerja sama
pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka ...

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini antara lain:
a.

b.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a.
b.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a.
b. ..
(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a.
b.
PASAL 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan
tertulis dalam petunjuk teknis yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama ... (...) tahun terhitung sejak
ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang,
mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang bersangkutan
wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu)



(2)

(1)

(2)
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bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian
Kerja Sama ini.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan
selanjutnya.

PASAL 8
KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat
korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini, yaitu:

PIHAK KESATU
Alamat

Telepon

Pos-el

PIHAK KEDUA
Alamat
Telepon

Pos-el

Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada
pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat
perubahan tersebut.

PASAL 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih
lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISITHAN
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Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA
PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani
oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

Pimpinan Mitra Pembangunan Pimpinan Tinggi Pratama
Kementerian Ketenagakerjaan

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASSIERLI
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